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dengan Gangguan Jiwa 

_ 

 
Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :  
1) Stigmatisasi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masyakarat 
2) Pentingnya pembentukan kemandirian Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
3) Rekomendasi pendukung pelaksanaan kebijakan 
4) Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan 

 

Ringkasan 

Mentalization Incubator adalah pembentukan kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan 

tujuan diantaranya, dapat beradaptasi dalam lingkungan sosial, memberdayakan ODGJ dan mitra melalui 

program kemandirian ekonomi, serta mengedukasi masyarakat sehingga mampu mengurangi stigma negatif 

terkait ODGJ di lingkungan sekitar. Metode yang diterapkan selama pelaksanaan program adalah metode 

HEART. Penggunaan metode ini mencakup tiga bidang sisi berupa Humanist (kemanusiaan), Economy 

(ekonomi), dan Art (seni). Program Mentalization Incubator membuahkan hasil akan peningkatan ODGJ dalam 

sisi Humanist sebesar 31.1%, Art sebesar 25,7%, dan Economy sebesar 39%. Dengan diadakannya program ini, 

terdapat pula peningkatan stigma sebesar 17,8% dari sisi masyarakat terhadap ODGJ. Rekomendasi utama 

dalam pemberdayaan ODGJ mencakup peningkatan akses layanan kesehatan mental berbasis komunitas, 

penguatan kampanye anti-stigma, serta pemberdayaan ekonomi melalui model bisnis inklusif dan pelatihan 

keterampilan. Selain itu, integrasi program inkubasi sosial dan dukungan kebijakan berbasis Collaborative 

Governance Model diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Pendekatan ini bertujuan 

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, memperkuat kemandirian ODGJ, dan mengurangi stigma di 

masyarakat. 

Kata kunci: kemandirian, ODGJ, HEART, Mentalization Incubator 
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Pendahuluan 

Riset Kesehatan Dasar (2018) menyebutkan 1 

dari 5 penduduk Indonesia memiliki gangguan jiwa, 

artinya 20% dari populasi di Indonesia memiliki 

masalah kejiwaan. Lebih rinci, berdasarkan laman 

resmi Open Data Jabar (2022), diketahui bahwa 

terdapat 20,76% Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) di wilayah Kabupaten Bogor yang belum 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa keberadaan ODGJ terbilang 

banyak di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2014, gangguan jiwa adalah 

kondisi di mana seseorang mengalami gangguan 

pada pikiran, perilaku, dan perasaan yang tercermin 

dalam gejala atau perubahan perilaku yang 

signifikan. Kondisi ini dapat menyebabkan 

penderitaan serta hambatan dalam menjalankan 

fungsi sehari-hari sebagai individu yang berperan 

dalam masyarakat. Gangguan jiwa dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa golongan, antara 

lain: gangguan psikotik (misalnya skizofrenia), 

gangguan afektif (seperti depresi dan bipolar), 

gangguan kecemasan (termasuk fobia dan 

gangguan obsesif-kompulsif), gangguan 

kepribadian (seperti gangguan kepribadian 

narsistik), serta gangguan akibat penggunaan zat, 

termasuk penyalahgunaan dan ketergantungan 

alkohol, narkotika, atau obat-obatan lainnya.  

ODGJ sama dengan manusia pada umumnya 

yang memiliki kebutuhan dasar untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Gangguan 

jiwa yang dialami oleh seorang individu menjadikan 

pengidapnya menjadi terbatas berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar, utamanya disebabkan oleh 

persepsi negatif dan stigmatisasi yang buruk oleh 

masyarakat tentang ODGJ. Penolakan dan 

pengucilan dari masyarakat kepada ODGJ membuat 

mereka menjadi terbatas untuk melakukan aktivitas 

aktivitas sosial (Sanchaya et al., 2018). Stigmatisasi 

terhadap ODGJ di Indonesia masih terjadi di 

kalangan masyarakat umum hingga di ranah 

profesional kesehatan (Subu et al., 2016). Selain itu, 

ODGJ juga kerap mengalami diskriminasi 

(Ayuningtyas et al., 2018). Stigma buruk ini 

memperlambat pencegahan gangguan kesehatan 

mental, promosi kesejahteraan mental, hingga 

optimalisasi penyediaan tempat pemulihan dan 

perawatan penderita (Mane et al., 2022).  Hal-hal 

tersebut menyebabkan masalah lain yaitu 

munculnya ketakutan yang dialami oleh ODGJ yang 

diakibatkan adanya kekerasan dan stigmatisasi 

orang lain (Subu et al., 2016). 

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 

Tahun 2019 pasal 1 No. 1 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, 

disebutkan bahwa ODGJ termasuk dalam kategori 

kelompok yang perlu dipenuhi kebutuhan material, 

spiritual, dan sosialnya agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini juga sejalan 

dengan poin Sustainable Development Goals (SDGs) 

No. ke 3 dan No. ke 10, yaitu kehidupan sehat dan 

sejahtera dan berkurangnya kesenjangan. Namun 

dengan banyaknya persepsi dan stigma negatif, 

diskriminasi, isolasi dan pembatasan sosial kepada 

ODGJ terdapat kesenjangan antara kebijakan 

dengan fakta aktual yang dialami oleh ODGJ terkait 

dengan kesejahteraan mereka. 

Dengan keterbatasan mental yang dimiliki, 

hal lain yang menjadi isu penting bagi ODGJ adalah 

kurangnya keterampilan mereka dalam 

kemandirian untuk melakukan tugas-tugas bantu 

diri dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Keterbatasan ODGJ ketika mereka dalam perawatan 

membuat mereka sulit untuk melakukan fungsi 

sehari-hari, kehilangan pekerjaan dan sulit untuk 

bangkit, walaupun disaat kondisi mereka sudah 

membaik. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan 

observasi yang dilakukan ke mitra binaan yaitu 

Yayasan Panti Silih Asih (YPSA) yang 

mengungkapkan berbagai macam permasalahan 

yang dihadapi oleh mitra yang mereka asuh. YPSA 

adalah panti rehabilitasi ODGJ yang terletak di 

Kampung Sirnagalih, Megamendung. Yayasan ini 

mengkhususkan diri untuk membina ODGJ untuk 

membangun mental dan moral mereka supaya 

terbentuk kemandirian dan mampu memenuhi 

kebutuhan dasar di lingkungan sosialnya. Mitra 
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ODGJ dalam program ini adalah binaan YPSA yang 

semuanya berjenis kelamin laki-laki dan memiliki 

latar belakang gangguan jiwa yang pernah dirawat 

di salah satu rumah sakit. Namun, untuk klasifikasi 

jenis gangguan jiwa yang pernah mereka idap tidak 

diketahui.  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

diskusi bersama dengan YPSA, pembina 

menyebutkan mereka sudah memiliki beberapa 

program pembinaan untuk ODGJ, misalnya program 

untuk meningkatkan kemandirian binaan. Namun 

pada pelaksanaan kesehariannya, kegiatan ini 

belum dilakukan dengan perencanaan yang matang 

dan dengan evaluasi yang terukur. Selain itu belum 

terdapat program terstruktur yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan sosial dari ODGJ yang 

melibatkan mereka dengan masyarakat sekitar. 

Dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

untuk meminimalisir persepsi dan stigma negatif 

ODGJ dengan melakukan edukasi dan promosi ke 

masyarakat bahwa ODGJ juga manusia yang perlu 

diberikan tempat untuk menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari tatanan sosial.  

Strategi Penguatan Sosial dan 
Kemandirian ODGJ 

Program MENTOR (mentalization incubator) 

berfokus pada pemberdayaan mental ODGJ dengan 

upaya penguatan sisi kemanusiaan (humanist), 

ekonomi (economy), dan keterampilan (art) yang 

berguna untuk optimalisasi kemampuan 

berinteraksi dari ODGJ agar bisa kembali ke 

masyarakat. Menurut Pascoe et al., (2016) 

keterampilan pembinaan, perumahan, lingkungan 

sekitar, sekolah, dan faktor lainnya memiliki 

hubungan yang kompleks satu sama lain.  

Maka dari itu, indikator ekologi, biologi, serta 

kesehatan dan perkembangan diimplementasikan 

dengan metode HEART (Humanist, Economic, and 

Art) bertujuan untuk dapat membentuk self-

reliance (kemandirian) ODGJ yang siap beradaptasi 

di tengah-tengah masyarakat. 

Program Mentalization Incubator terdiri dari 

3 kegiatan, yaitu humanist, economic, dan art: 

Humanist merupakan program pembentukan aspek 

kemanusiaan ODGJ. Rangkaian program ini 

mencakup kegiatan self-care yang dilandaskan 

kebutuhan ODGJ secara fisik ke kehidupan bersih 

dan sehat. Kemudian, terdapat program fun zone 

yang merupakan pembelajaran informal dengan 

metode interactive learning untuk ODGJ. Terakhir 

terdapat program mingle approach. Program 

tersebut melatih kemampuan sosial ODGJ dengan 

inkubasi interaksi. Berdasarkan hasil penilaian pre-

test dan post-test, aspek kemanusiaan ODGJ 

meningkat dari indeks 45,5% (kategori rendah) 

menjadi 76,6% (kategori sedang). 

Yang kedua adalah kegiatan Economic yang 

merupakan upaya peningkatan kemandirian 

ekonomi yang dilakukan melalui pelaksanaan 

program Financial Independent. Program ini 

mencakup kegiatan entrepreneurship, di mana 

ODGJ diberikan pelatihan tentang cara 

memanfaatkan media sosial untuk berjualan secara 

daring. Selain itu, program ini juga mencakup 

kegiatan work skills, di mana para ODGJ diajarkan 

praktik langsung tentang cara melakukan steam 

motor. Berdasarkan instrumen penilaian, 

peningkatan sisi ekonomi ODGJ dalam domain 

afektif dan kognitif meningkat dari skor awal 40% 

(kategori rendah) menjadi 78,9% (kategori sedang). 

Yang ketiga adalah art, program yang 

ditujukan sebagai salah satu bentuk proses 

pengendalian emosi dan peningkatan cara berpikir 

serta terbentuknya harmonisasi jiwa. Program Art 

mencangkup mencakup kegiatan menganyam kaset 

dan mewarnai pada media canvas. Peningkatan sisi 

seni ODGJ diukur melalui hasil pre-test dan post-

test yang menunjukkan peningkatan domain afektif 

dan kognitif ODGJ dari indeks 48,6% (kategori 

rendah) menjadi 74,3% (kategori sedang). 

Berdasarkan program yang telah 

dilaksanakan, program Mentalization Incubator 

berhasil mengubah stigma buruk masyarakat 

terhadap ODGJ. Bentuk program yang dilaksanakan 

berupa interaksi sosial dengan masyarakat, terlihat 

adanya kondisi yang menunjukkan tren positif. 

Didapatkan data hasil melalui pre-test dan post-test 
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rangkaian program Final Incubation: Exhibition, 

perubahan stigma masyarakat meningkat yaitu dari 

54% (kategori rendah) menjadi 71,8% (kategori 

tinggi). 

Relevansi terhadap Kebijakan  

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas dengan pelaksanaannya dalam 

Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 tentang 

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi 

Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, program ini 

mendukung tujuan pemerintah bagi penyandang 

disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan 

peningkatan kemandirian. Meskipun terdapat 

kebijakan mengenai penyandang disabilitas, 

pelaksanaannya di lapangan masih belum merata, 

khususnya bagi wilayah-wilayah terpencil seperti 

Kampung Sirnagalih. Program layanan kesehatan, 

pemberdayaan kemandirian dan ekonomi belum 

terintegrasi secara menyeluruh dengan komunitas 

lokal. Masih banyaknya stigma negatif di 

masyarakat juga menunjukkan bentuk tidak 

terlaksananya peraturan mengenai kategori 

penghormatan seperti yang tercantum pada Pasal 1 

Ayat 4. Adapun kurangnya partisipasi pemangku 

kepentingan dalam proses perencanaan, 

penyelenggaraan, dan evaluasi khususnya di 

wilayah Kampung Sirnagalih menunjukkan belum 

terlaksananya peraturan yang tercantum pada Pasal 

20 ayat 1 ,2 dan 3. 

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebijakan yang berlaku belum mampu untuk 

menciptakan perubahan yang signifikan bagi ODGJ 

maupun stigma masyarakat di wilayah tersebut. 

Tidak adanya program yang terpadu dalam jangka 

panjang akan membuat ODGJ di Kampung 

Sirnagalih akan terus mengalami diskriminasi sosial 

dan ketidakmampuan untuk mandiri secara 

ekonomi. Hal tersebut tentunya akan memperburuk 

keadaan pasien ODGJ dan menambah beban sosial 

dan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitar.  

Program MENTOR bagi ODGJ di Kampung 

Sirnagalih ini akan memberikan pelatihan untuk 

mengasah keterampilan dan kemandirian secara 

psikologis dan ekonomis yang berkelanjutan, 

membantu mengubah stigma negatif masyarakat 

dan keluarga, serta membantu pemangku 

kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program.  Dengan demikian, program 

ini akan sejalan dengan kebijakan pemerintah 

dalam mengurangi ketergantungan sosial dan 

meningkatkan integrasi penyandang disabilitas di 

masyarakat. 

Rekomendasi  

ODGJ perlu terus didukung untuk memiliki 

akses yang setara ke layanan kesehatan mental dan 

dukungan sosial tanpa diskriminasi. Stigma 

terhadap ODGJ perlu dihilangkan melalui 

pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif, 

sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang 

layak serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.  

Pelaksanaan program pemberdayaan ODGJ, 

seperti Program Mentalization Incubator, telah 

terbukti efektif dalam dalam memperkuat aspek 

kemanusiaan, ekonomi, dan seni bagi ODGJ. 

Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kualitas 

hidup mereka, tetapi juga berkontribusi dalam 

mengubah stigma negatif di masyarakat, 

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan 

mendukung. Keberlanjutan program ini 

memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, 

dengan keterlibatan pemangku kepentingan dari 

berbagai sektor, termasuk pemerintah, komunitas 

lokal, dan sektor swasta. Untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat 

rekomendasi yang mencakup peningkatan akses 

layanan, penghapusan stigma, pemberdayaan 

ekonomi, serta penguatan keterampilan sosial, yang 

semuanya dirancang untuk menciptakan perubahan 

jangka panjang bagi ODGJ di masyarakat. 

1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Mental 

Pemerintah harus mengembangkan layanan 

kesehatan mental berbasis komunitas 

(community-based mental health services), 

yang memungkinkan ODGJ mendapatkan akses 

lebih mudah dan berkelanjutan keperawatan 

kesehatan mental. Model layanan ini bertujuan 

untuk mengintegrasikan pusat kesehatan 
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mental di level lokal, dengan melibatkan kader 

kesehatan masyarakat, puskesmas, dan pusat 

layanan terpadu. Dengan sistem ini, layanan 

kesehatan mental tidak hanya terbatas pada 

rumah sakit atau klinik besar, tetapi dapat 

diberikan di tingkat komunitas, sehingga 

mengurangi hambatan geografis dan ekonomi 

dalam akses layanan kesehatan. Model layanan 

berbasis komunitas juga dapat memberikan 

pemantauan dan dukungan jangka panjang bagi 

ODGJ setelah perawatan awal, membantu 

mereka kembali ke masyarakat dengan lebih 

baik. 

 

2. Anti-Stigma Campaign Model (ASC Model) 

Pemerintah harus mengadopsi model 

kampanye anti-stigma (Anti-Stigma Campaign 

Model), yang secara proaktif mendidik 

masyarakat mengenai hak, potensi, dan kondisi 

ODGJ. Kampanye ini dapat mencakup berbagai 

elemen komunikasi massa, seperti media sosial, 

televisi, radio, serta kegiatan langsung seperti 

lokakarya dan seminar. Mengacu pada teori 

Social Learning oleh Albert Bandura, kampanye 

ini menekankan pentingnya role model—dalam 

hal ini ODGJ yang telah berhasil menjalani 

pemulihan—sebagai inspirasi bagi masyarakat 

umum untuk memahami bahwa gangguan 

mental bukanlah hal yang harus ditakuti atau 

dihindari. Selain itu, integrasi pendidikan 

kesehatan mental di sekolah juga bisa menjadi 

sarana efektif untuk menanamkan pemahaman 

positif tentang kesehatan mental sejak dini. 

 

Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan 

Keterampilan. ODGJ dapat diberdayakan secara 

ekonomi melalui penerapan model Social 

Enterprise for Marginalized Groups, yaitu 

perusahaan sosial yang secara khusus didirikan 

untuk memberikan peluang kerja dan pelatihan 

kepada ODGJ. Pemerintah dapat mendukung 

terciptanya ekosistem sosial ini dengan 

memberikan insentif pajak atau subsidi kepada 

perusahaan yang mempekerjakan ODGJ, serta 

menyediakan akses permodalan melalui 

program CSR (Corporate Social Responsibility) 

dari perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan 

juga perlu mendukung terciptanya inkubator 

bisnis bagi ODGJ, di mana mereka dapat 

memulai usaha kecil, seperti yang telah 

dicontohkan dalam program Financial 

Independent. Program ini dapat menggunakan 

pendekatan Inclusive Business Models yang 

mengintegrasikan ODGJ dalam rantai pasok 

ekonomi lokal dan memastikan mereka 

memiliki akses terhadap pasar dan teknologi. 

 

3. Penguatan Keterampilan Sosial melalui 

Program Inkubasi Sosial 

Kebijakan harus mendukung penerapan 

Supported Social Integration Model, di mana 

ODGJ tidak hanya diberi pelatihan keterampilan 

sosial, tetapi juga mendapatkan dukungan 

berkelanjutan dalam proses reintegrasi sosial. 

Model ini melibatkan keluarga, komunitas, dan 

profesional kesehatan mental dalam 

membangun jejaring dukungan bagi ODGJ. 

Salah satu komponennya adalah "Peer Support 

Networks", yaitu jaringan dukungan yang terdiri 

dari sesama ODGJ atau individu yang telah 

berhasil melewati fase pemulihan, yang akan 

membantu individu lain untuk meningkatkan 

rasa percaya diri dan kemandirian mereka 

dalam berinteraksi sosial. Proses inkubasi sosial 

ini dapat lebih efektif jika menggunakan 

pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

yang membantu ODGJ mengembangkan 

keterampilan untuk mengatasi ketakutan sosial 

dan pola pikir negatif. 

 

4. Collaborative Governance Model 

Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, 

LSM, dan sektor swasta, perlu dilibatkan melalui 

Collaborative Governance Model. Dalam model 

ini, pemangku kepentingan bekerja sama dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kebijakan serta program untuk ODGJ. Prinsip 

dasar dari model ini adalah kolaborasi antara 

sektor publik dan swasta dengan tujuan 

menyelesaikan masalah sosial secara bersama-

sama. Pemangku kepentingan juga perlu dilatih 
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dalam Participatory Action Research (PAR), 

sebuah pendekatan penelitian yang melibatkan 

partisipasi langsung masyarakat lokal dan ODGJ 

dalam menentukan kebutuhan dan solusi yang 

paling relevan dengan kondisi setempat. Hal ini 

akan membantu kebijakan dan program yang 

diimplementasikan sesuai dengan konteks 

lokal, termasuk di daerah terpencil seperti 

Kampung Sirnagalih, dan memastikan adanya 

keberlanjutan serta dampak positif jangka 

panjang. 

Kesimpulan 

Program Mentalization Incubator memiliki visi 

meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian 

ODGJ. Selain itu, program ini juga bertujuan 

mengedukasi masyarakat tentang untuk 

menghilangkan stigma buruk ODGJ. Berbagai 

kegiatan program dalam aspek kemanusiaan, 

ekonomi, dan seni menunjukkan hasil peningkatan 

dalam individu ODGJ, selain juga program edukasi 

dan kampanye ke masyarakat sekitar mampu 

mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap 

ODGJ sebesar 17,8%. Selama pelaksanaan berbagai 

kegiatan seperti senam, menganyam, dan pelatihan 

kewirausahaan berhasil menunjukkan aktivitas 

peningkatan akan keterampilan, kreativitas, serta 

kemandirian akan ekonomi. Kemandirian ekonomi 

ditunjukkan dengan keberhasilan pada program 

Economic yang terdiri dari kegiatan Financial 

Independen serta Work Skills. Pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 

untuk keberhasilan dan pengembangan program 

kesehatan mental Mentalization Incubator.  
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